
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR
LAMPIRAN

loo.3.3.2 /Kep.1325  -Bappelitbangda/2023
1 (satu)  berkas

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH RABUPATEN CIREB0N

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang       :   a.     bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4`
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor  PER/9/M.PAN/5/2007   tentang  Pedoman   Umum
Penetapan lndikator REnerja Utama di Lingkungan lnstansi
Pemerintah,  Bupati  wajib  menetapkan  lndikator  Kinelja
Utama  untuk  Pemerintah  Kabupaten  dan  Satuan  Keria
Pemerintah   Daerah   (SKPD)    serta   unit   kelja   mandiri
dibawahnya;

b.     bahwa  penetapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor 6 Tahun  2021  tentang Perubahan  atas  Peraturan
Daerah     Nomor     7     Tahun     2019     tentang     Rencana
Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah    Kabupaten
Cirebon   Tahun    2019-2024    merupakan    dasar   utana
pelaksanaan      penetapan      Indikator      Kinelja      Utama
Perubahan    Pemerintah    Daerah     dan     Satuan    Kelja
Perangkat Daerah (SKPD) ;

C. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a,  dan humf b,  perlu menetaphan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Indikator Kinelja Utama Perubahan
di    Lingkungan    Pemerintah    Kabupaten    Cirebon    Tahun
Anggaran 2023.

Mengingat          :    1.     Undang-Undang     Nomor      14     Tahun      1950     tentang
Pembentukan       D aerah -D aerah       Kabupaten       D alam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia   tanggal   8   Agustus   1950)   sebagaimana   telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1968
tentang     Pembentukan     Kabupaten     Purwakarta     dan
Kabupaten   Subang   dengan   Mengubah   Undang-Undang
Nomor      14      Tahun      1950      tentang      Pembentukan
Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam   Lingkungan   Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968  Nomor  31,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik



Indonesia Nomor 2851 ;

2.     Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor    47,    Tambahari    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4287);

3.     Undang-Undang     Nomor      1      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2004   Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.     Undang-Undang     Nomor     15     Tahun     2004     tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor    66,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4400);

5.     Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional   (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran  Negara    Republik Indonesia Nomor 4221);

6.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)   sebagaimana
telah      diubah      beberapa      kali,      terakhir      dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022  tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2023
Nomor    41,    Tambahan    I,embaran     Negara    Republik
Indonesia Nomor 6856) ;

7.     Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2022  tentang Hubungan
Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tariun   2007   tentang
Pengelolaan    Uang    Negara/Daerah    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  83,  Tqrnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(I+embaran     Negara        Republik  Indonesia  Tahun  2019
Nomor    52,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6323);

10.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2008   tentang
Tahapan,   Tata   Cara   Penyusunan,    Pengendalian   dan
Evaluasi   Pelaksanaan   Rencana   Pembangunan   Daerah
(I,embaran     Negara     Republik     Indonesia  Tahun  2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

11.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pedoman   Pembinaan   dan   Pengawasan   Penyelenggaraan



Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;

12.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006
tentang      Pedoman      Pengelolaan      Keuangan      Daerah
sebagaimana    diubah    beberapakali,     terakhir    dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita     Negara     Republik     Indonesia     Tahun      2020
Nomor  1781);

13.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi   Birokrasi    Nomor    53   Tahun    2014    tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinelja,  Pelaporan Kinelja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kineria Instansi Pemerintah
(Berita       Negara    Republik       Indonesia       Tahun  2014
Nomor  1842);

14.  Peraturan   Menteri   Dalaln  Negeri  Nomor 86 Tahun  2017
tentang    Tata    Cara    Perencanaan,    Pengendalian    Dan
Evaluasi    Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi
Rancangan      Peraturan      Daerah      Tentang      Rencana
Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah   Dan   Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  Serta Tata Cara
Perubahan    Rencana    Pembangunan    Jangka    Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah3
Dan   Rencana   Keria   Pemerintah   Daerah   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15.  Peraturan       Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     14
Tahun   2009    tentang   Rencana   Pembangunan   |Jangka
Panjang   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2005-2025
(Lembaran       Daerah     Kabupaten  Cirebon  Tahun  2009
Nomor 14, Seri E.8);

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012
tentang    Sistem    Perencanaan     Pembangunan     Daerah
(Lembaran     Daerah     Kabupaten     Cirebon  Tahun  2011
Nomor 9, Seri E.4);

17.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2019-2024  (Lembaran  Daerah.
Kabupaten   Cirebon   Tahun   2019   Nomor   7,   Seri   E.3);
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Daerah
Kabupaten    Cirebon    Nomor    6    Tahun    2021    tentang-
Perubahan   Atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cireboh
Nomor   7   Tahun   2019   tentang  Rencana  Pembangunan
J angka       M ene ngah       D aerah       Kabupaten       Cirebo n
Tahun  2019-2024  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2021 Nomor 6);

18.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023
tentang   Perubahan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja



Daerah    Tahun    Anggaran     2023     (Lembaran     Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);

19.  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  88 Tahun  2023  tentang
Penjabaran  Perubahan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran  2023  (Berita  Daerah  Kabupaten
Cirebon Tahun 2023 Nomor 88).

MEMUTUSRAN :

Menetapkan      :

KESATU             :   Menetapkan   lndikator   Kinelja   Utama   (IKU)   Perubahan   di
Lingkungan             Pemerintah             Kabupaten             C ire bon
Tahun    Anggaran    2023     sebagaimana    tercantum    dalam
Lanpiran  yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Keputusan ini.

KEDUA               :   Indikator  Kineria  Utama  Perubahan  sebagaimana  dimaksud
pada    Diktum    KESATU    merupakan    acuan    kinelja   yang
digunakan    oleh    Pemerintah    Kabupaten    Cirebon,    untuk
menetapkan rencana kinelja tahunan, menyampaikan rencana
kinelja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun   laporan   akuntabilitas   kinerja   serta   melakukan
evaluasi     pencapaian     kinelja     sesuai     dengan     dokumen
Perubahan-Rencana   Kerja    Pemerintah    Daerah    Kabupaten
Cirebon  dan  Dokumen  Perubahan  Rencana  Kelja  Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KRTIGA              :   Indikator  Kineria  Utama  Perubahan  sebagaimana  dimaksud
pada   Diktum   KESATU,   disusun   dengan   mengacu   kepada
Indikator Kinelja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT          :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal    29   Desember   2023

BUPATI CIREBON,

Tembusan :
1.  Yth. Gubernur Jawa Barat;
2.  Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3.  Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



IAMPIRAN   :    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR     :  loo.3.3/REP. 1325  -BAPPELITBANGDA/2023
TANGGAL  :    29   Desember   2023
TENTANG  :    PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN CIREB0N
TAHUN ANGGARAN 2023

Mlst  1 :  Meurtyudkan rnasyaralca:t Kabapaten ca;rebon gang rniekyurfung tinggt dan melestarthan I.tla;inlhal brda;gab
tradist dan ada:t tstiadat

Tdyuan / SacamnStmte8l8 Indlkator Klneda Utama Formula Pepghitupgan Satuan Target Peranght DaemhPengaDPu Sumber Data

Trfuan 1 : Persentase penambahan Jumlah jenis obyek budaya Persen 85.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN Dinas Kebudayaan
Meringka:than ketaha:ra;n budaya daerah yang daerah yang lestari pada PAENISATA Pariwisata Pemuda dan
buday a mcLsy arahaf dilestarikan tahun berialan/ total jumlah 01ahraga Kabupaten
Cirebon jenis obyek budaya yang ada X100% Cirebon

Scearan I .. Jumlah kelompok/ komunitas Kelompok / Komunitas Kelompok 259
Mewimgha±raya jafi diridanhilcvi-hilalI;uhurmasuaraha±Cxrebon kebudayaan yang aktif Kebudayaan yang aktif



Mist  2 :  Meulnghasnga kuatltas hid:up rriasgarahak rnelatwt pernieriwhan. kebut\Lhan dasar rnasgarahak, per.inghakan
hun.Iitas perrdhdilcan dan pelatiha;n, kesehata;n dan eleor.orrd

Tutuan / SasannStmtegis ]ndilEator Klnerja Utama Formula Penghltungan Satuan Target Peranghat DaerahPengampu Sumber Data

Thgivan 2 : Indeks Pembangunan (Indeks Kesehatan X Indeks Poin 71.01 DINAS PENDIDIKAN DAN EPS
Meu]ujudkcm Manusia (IPM) Pendidkan X Indeks DINAS KESEHATAN
pembcnguncmmci,nusiagangbeRTkualitas Pengeluaran) 1/3 x loo

Sasaran 2 : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jumlah tahun yang digunakan Tabun 7.31 DINAS PENDIDIRAN DINAS PENDIDIKAN
Mertinghatry a derajat oleh penduduk dalam
pendidiha;n masg arahal menjalani pendidikan forlnalyangdihitungmelaluivariabelpartisipasisekolah,jenjangpendidikanyangpemahdiduduki,kelasyangsedangdijalani,danjenjangpendidikanyangditamatkan

Harapan Lama Sekolah (HLS) Iamanya sekolah (dalamtahun)yangdiharapkan akandirasakanolehanakpadaumurtertentudimasamendatang,yangdihitungmelaluivariabelpartisipasisekolahpendudukmenurutkelompokumur Tahun 12.53 DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIRAN

Sasaran 3 : Umur Harapan Hidup (UHH) Rata-rata perkiraan banyak Tahun 72,36 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
Mewinghatray a deraj at tahun yang dapat ditempuh
kesehatan masy arahaf sejak lahir yang dihitungmelaluivariabelanaklahirhidupdananakmasihhidup

TugivLan 3 : Meuiujudhan Persentase Penduduk di Jumlah penduduk dibawah Persen 10,94 DINAS SOSIAL EPS
Kesejahieraan Sostal Bawah Garis Kemisldnan garis kemiskinan/ total jumlahpendudukX100%



Tujunn / SasannStmte8is ]ndikator Klnerja Utama Formula Penghltungan Satuan Target Peranghat DaerahPengampu SumberData   ,

Tingkat pengangguran Jumlah angkatan kelja yang Persen 10,30 DINAS DINAS
terbuka (TIT) tidak bekeria/jumlah angkatankerjaX100o/o KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN

PDRB Per Kapita PDRB / jumlah Penduduk Juta 26,78 DINAS PERTANIAN, DINASKRTAHANANPANGANDANPERIENAN,DINASPERDAGANGANDANPERINDUSTRIAN,DINASKOPERASIDANUSAHAKECILDANMENENGAH,DINASKEBUDAYAANDANPARIWISATA EPS

S-ran 4 : Persentase Pemerlu Pelayanan Jumlah PPKS yang tertangani Persen 2,10 DINAS SOSIAL DINAS SOSIALMerunJ,"vyajumlah Kesejahteraan Sosial (PPKS) / Total PPKS di Kabupaten
keloapok masy araha± yang tertangani di Kabupaten Cirebon X 100%
ycmg rnengalaTwidirtungsisosial Cirebon

Sasaran 5 : Rasio Kesempatan Kerja Penduduk yang bekeria/ Persen 58,83 DINAS DINAS
Men:inghaing a Dcay aStingAnghalcmKerja angkatan kelja X 100°/o KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN

rest  3:  MeutngkTtn.ya  quatpeas  kehid¥par  masycun.ha;k  Kabupaten  Cirebon  gang  senantlasa  rner.eraphan  wl;un
cegama, bud;1 pekerti, santw, dan beretika

Tutunn / SasoranStrate8is Indlkator Kinerja Utama Formula Penghitungan Saturn Target Peranghat DaerahPen8anpu Sumber Data

Thagivan 4 : Indeks Kerukunan Umat Penghitungan terhadap Poin 87 BADAN KESATUAN BADAN KESATUAN
Merringha±kankesha:leha:nsosial dalamkehidupanberagcma Beragama (KUB) indikator toleransi,kesetaraandankeljasamadalamsuatulingkungansosialmasyarakat BANGSA DAN POLITIK BANGSA DAN POLITIK



Tutuan / SasaranStmte8ls Indlkator Kineda Utama Formula Pe nghltungan Satu&n Tnget Peranghat DaerahPengrmpu Sumber Data   ,

Sasaran 6 : Persentase penyele saian Jumlah laporan friksi, Persen 82 BADAN KESATUAN BADAN KESATUAN
Mewingha±nya friksi/ gesehan antar umat gesekan antar umat BANGSA DAN POLITIK BANGSA DAN POLITIK
perayelesalcm pergesekanquksi)arttardanirtternalumatberagama beragama beragama / Jumlah laporanfriksi,gesekanantarumatberagamayangterselesaikanX100%

rmst 4 :  Met.ingkatnga produkflifttas rrasyarakat untuk lebth mdyu dan unggul sehingga rnienarnba:h daga saing di
pasar  interr.astorrd,   nastonal  dan  regtonab  gang  did:ukur.g  oleh  pewhgkatan  lcapasitas  aparoLfur
pernerintw daerah

Tutunn / SacaranStmte8is Indi]Eator Kineda Utatna Formula Penghitungan Saturn Target Peranghat DaerahPen8anpu Sumber Data

Ttrgivan 5 : Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB pada tahun berkenaan Persen 4,84 DINAS PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN
Meringkatkan (LPE) -PDRB tahun sebelumnya)/ DAN PERINDUSTRIAN DAN DAN PERINDUSTRIAN
pertu:mbuha;n ehorvoTri PDRB tahun sebelumnya X DINAS KOPERASI, USAIIA DAN DINAS
dan pembcmgunanuitlayahycmgberkeadilanberkelcmjutandanberu)awascmtirtgkungan 100%(Penghitungan dari EPS) KECIL DAN MENENGAH KOPERASI, USAHAKECILDANMENENGAH

Indeks Gini Tingkat kesenjangan Poin 0,33 DINAS PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN
pendapatan yang dihitung DAN PERINDUSTRIAN DAN DAN PERINDUSTRIAN
melalui variabel total DINAS KOPERASI, USAIIA DAN DINAS
pendapatan dan totalpengeluaranperpenduduk KECIL DAN MENENGAII KOPERASI, USAHAKECILDANMENENGAH



Thjunn / SaenranStrategic Indikator Kinerja Utama Formula Pe nghitungan Satuan Target Peranghat DaerahPengampu Sumber Data   .

Pengeluaran Perkapita RIbu 11.198 DINAS PERTANIAN, DINAS EPS
Disesuaikan Rupiah /Kapita/Tahun KETAHANAN PANGAN DANPERIKANAN,DINASPERDAGANGANDANPERINDUSTRIAN,DINASKOPERASIDANUSAHAKECILDANMENENGAH,DINASKEBUDAYAANDANPARIWISATA

Sasaran 7 .. Pertumbuhan PDRB Sektor (PDRB Sektor Pertanian, Persen 2,31 DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN
Meringkatrvga Pertanian, Kehutanan dan Kehutanan dan Perikanan
pertumbuhan ekonorwi Perikanan pada tahun berkenaan -
sek±or unggulan PDRB Sektor Pertanian,KehutanandanPerikananpadatahunsebelumnya)/PDRBSektorPertanian,KehutanandanPerikananpadatahunsebelumnya

Pertumbuhan PDRB sektor (PDRB Sektor industri Persen 4,41 DINAS PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN
Industri Pengolahan pengolahan pada tahunberkenaan-PDRBSektorindustripengolahanpadatahunsebelumnya)/PDRBSektorindustripengolahanpadatahunsebelumnya DAN PERINDUSTRIAN DAN PERINDUSTRIAN



I      Tuj¥tnm/te¥]=mn
Indllrator Kineda Utama Formula Penghltungan Saturn Target Peranghat DaerahPenganpu Sumber Data   .

Pertumbuhan PDRB Sektor (PDRB Sektor Perdagangan Persen 5,50 DINAS PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN
Perdagangan Besar dan Besar dan Eceran; Reparasi DAN PERINDUSTRIAN DAN DAN PERINDUSTRIAN
Eceran; Reparasi Mobil dan Mobil dan Sepeda Motor pada DINAS KOPERASI, USAIIA DAN DINAS
Sepeda Motor tahun berkenaan -  PDRBSektorPerdaganganBesardanEceran;ReparasiMobildanSepedaMotorpadatahunsebelumnya)/PDRBSektorPerdaganganBesardanEceran;ReparasiMobildanSepedaMotorpadatahunsebelumnya KECIL DAN MENENGAII KOPERASI, USAHAKECILDANMENENGAH

Pertumbuhan PDRB Sektor (PDRB Sektor Penyediaan Person 4.93 DINAS KEBUDAYAAN DAN DINAS KEBUDAYAAN
Penyediaan Akomodasi dan Akomodasi dan Makan PARIWISATA, DINAS DAN PARIWISATA,
Makan Minum Minum pada tahun PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN

berkenaan -  PDRB Sektor DAN DINAS KOPERASI, OENRAGA DAN
Penyediaan Akomodasi dan USAHA KECIL DAN DINAS KOPERASI,
Makan Minum pada tahunsebelumnya)/PDRBSektorPenyediaanAkomodasidanMakanMinumpadatahunsebelumnya MENENGAH USAHA KECIL DANMENENGAH

Sasaran 8 : Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan energi masing- Poin 72,25 DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN
Men:ingkatry a kctahanan (PPH) Ketersediaan masing kelompok DINAS KETAHANAN DAN DINAS
pangan masy arahaf pangan/Angka KecukupanEnergiXloo PANGAN DAN PERIRANAN KE'IAHANAN PANGANDANPERIKANAN

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi energi masing- Persen 93.30 DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN
(PPH) Konsumsi masing kelompok DINAS KETAHANAN DAN DINAS

pangan/ Angka KecukupanEnergiXloo PANGAN DAN PERIRANAN KETAHANAN PANGANDANPERIRANAN



Tqunn / SharanStmtegis Indlkator Kineria Utana Formula Pe nghitung&n Saturn Tnget Peranghat DaerahPen8ampu Sumber Data   .

Sasaran 9 : Indeks pembangunan Jumlah sarana dan prasarana Poin 80.93 DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERIIIAN
Mertingha±raya infrastruktur wilayah yang transportasi Oalan dan DAN TATA RUANG DAN UMUM DAN TATA
pettgediaan lay anon mantap (baik) jembatan), sumber daya air DINAS PERURAHAN RUANG DAN DINAS
irifrastrukfur wilag ah (keberfungsian irigasi dan KAWASAN PERMUKIMAN PERUMAHAN

sungai) , keciptakaryaan(cakupanairbersih,limbahdomestikdanrumahlayakhuni)yangbaik/totalseluruhsaranadanprasaranawilayahX100% DAN PERTANAHAN RAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN

Sasaran 10 : Meningkatnya kualita s Perhitungan terhadap indeks Poin 52,84 DINAS LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN
Meninghatry a ku,alitas lingkungan hidup (IKLH) pencemaran air, indeks HIDUP HIDUP
ttngkungan hidup pencemaran udara dan indekstutupanhutan

Trfuan 6 : Indeks Reformasi Birokrasi Permen PAN RB No.  11 Tahun Indeks 70 SEKRETARIAT DPRD , BAGIAN 0RGANISASI
Terselenggarany a tata 2011 tentang Kriteria dan BADAN KEPEGAWAIAN SETDA
kelola peTneriutahan Ukuran Keberhasilan DAN PENGEMBANGAN
ycmg bcrfk, bersih dancerdassertapenguatanOfonorridesa Reformasi Birokrasi SUMBER DAYA MANUSIA,BADANPERENCANAANPEMBANGUNAN,PENELITIANDANPENGEMBANGANDAERAH,BADANKEUANGANDANASETDAERAH

Sasaran 11 : Indeks kemandirian fiskal Jumlah PAD /Jumlah Poin 17.95 BADAN PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN
Meninghatry a hapasitas daerah pendapatan daerah x 100% DAERAH DAN BADAN DAERAH DAN BADAN
pemeriritah dan heal.itas KEUANGAN DAN ASET KEUANGAN DAN ASET
pelay ancm pubtik DAERAH DAERAH

Indeks kepuasan masyarakat Total dari nilai persepsi per Poin 3.40 BAGIAN 0RGANISASI BAGIAN ORGANISASI
(IKM) unsur / total unsur yangterisixnilaipenimbang SETDA SETDA



fujunn / SammnStmte8is Indihat®r Kinerja Utana Formula Penghitungan Saturn Target Pemnghat DaerahPen8ampu Sutnber Data  .

Sasaran 12 : Nilai SAKIP Hasil penilaian dari Kemen Poin 79 BAGIAN ORGANISASI BAGIAN 0RGANISASI
Meningkainyaakurt±abtlitas PAN RB SRTDA SETDA

Opini BPK terhadap LKPD Hasil penilaian dari BPK RI WTP 1 BADAN KEUANGAN DAN BADAN KEUANGAN
penyelenggarcranpemeriritahgang bdikdcmbersih ASET DAERAH DAN ASET DAERAH

Indeks Monitoring Center for Hasil penilaian dari Poin 80 INSPEKTORAT INSPEKTORAT
Prevention (MCP) Korsupgah KPK RI

Sasaran 13 : Indeks sistem pemerintahan Hasil penilaian dari Kemen Poin 3,23 DINAS KOMUNIKASI DAN DINAS KOMUNIKASI
Meningharty a mcrfuritaspemeriTitahanberbasiseiektrowik berbasis elektronik (SPBE) PAN RB INFORRATIKA DAN INFORMATIKA

Sasaran 14 : Jumlah desa mandiri Jumlah desa mandiri Desa 70 DINAS PEMBERDAYRAN HASIL
Mertinghafnya berdasarkan perhitungan MASYARAKAT DAN DESA PEMUTAKHIRAN DATA
kemcmdirici,n dankesejahieracmmasuaraha±desa Indeks Desa Membangun IDM SETIAP TAHUNOLEHPARAPENDAMPINGDESA

Mist 5 ..  Memetthara keamanan dan keterttban umum untuk ineurlyudhan konduswitas daerah guna rnendukirmg
terctptanga stabttitas nastonal

Tujunn / Sa8aranStrate8ls Indilrator Kineda Utama Formula Pe pghitungan Satuan Target Peranghat DaerahPen8atnpu Sumber Data

Trfuan 7 : Indeks ketertiban dan Ifaporan pelanggaran perda Persen 70,59 SATUAN POLISI PAMONG SATUAN POLISI
Mewingha±han ketenteraman lingkungan yang ditangani / seluruh PRAJA DAN BADAN PAMONG PRAJA
keamcman, ketertibandanketertteramanmasuaraha± 1aporan pelanggaran perda PENANGGULANGANBENCANADAERArl

Sasaran 15 i Jumlah pelanggaran Perda Jumlah kasus kriminalitas Kasus 388 SATUAN POLISI PAMONG SATUAN POLISI
Mewinghatrya (kejahatan seksual, PRAJA PAMONG PRAJA
ketertteraman dan penganiyaan, pencurian) +
k)ctertiban Jumlah kejadian konflik sosial



Tdyunn / SasomnStmte8ls Indlkator Klnerja Utama Formula Penghitungan Satuan Tnget Pemnghat DaerahPetngampu Sumber Data

(taunran antar wargadan/atauantarpelajar)

Sasaran 16 : Indek resiko bencana Bahaya X Kerentanan / Poin 144 BADAN BADAN
Menu""vy a resiho Kapasitas(Hasilpenilaian dari BNPB) PENANGGUIANGAN PENANGGULANGAN
beneana BENCANA DAERAII BENCANA DAERAH

BUPATI CIREBON,

IMRON
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANCuNAN PENELITIAN DAN

PENCEMBANCAN DAERAH
Jalan Sunan Kalij.aga   Nomor  11 Tel. (0231) 321991, fax. (0231)321991

SU  M BE R                         Kodepos.45611

Kepada
Dari

Nomor
Tanggal
Sifat
Lampiran
Hal

NOTA DINAS

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Kepala Badan Perencanaan PembangLman, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
900.1  /  1525 -PPEPD.
30 0ktober 2023
Penting
1  (satu) berkas
Permohonan  Penandatanganan  Keputu8an  Bupati  Cirebon
Tentang Penetapan  lndilrator Kineda  Utama  Perubchan  di
Lingkungan           Pemerintah           Kabupaten           Cirebon
Tahun Anggar&n 2023

D i s ampalkan       den gan       h o rmat ,       b ahwa       u ntuk
melaksanakan  ketentuan     Pasal   3   dan   Pasal  4   Peraturan
Menteri    Negara    Pendayagunaan    Aparatur    Negara    Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007   tentang   Pedoman   Umum   Penetapan
lndikator  Kineria  Utama  di  Lingkungan  lnstansi  Pemerintah,
perlu   menetapkan   Indikator   REnelja   Utama   Perubahan   di
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  Taliun  Anggaran
2023,  dengan  ini  kami  sampaikan  Keputusan  Bupati  Cirebon
tentang    Penetapan    Indikator    Utama    (IKU)    Perubahan    di
Lingkungan       Pemerintah       Kabupaten       Cirebon       Tahun
Anggaran 2023.

Sehubungan   hal   tersebut,    dengan   ini   kami   mohon
perkenan   bapak  untuk  menandatangani   Keputusan   Bupati
Cirebon   tentang   Penetapan   Indikator   Kinelja   Utama   (IKU)
Perubahan   di   LinBkungan   Pemerintah   Kabupaten   Cirebon
Tahun Anggaran 2023 (terlampir)

Demikian   atas   perhatian   dan   perkenan   Bapak   kami
mengucapkan terima kasih.

KEPAIA BAPPELITBANGDA
KABUPATBN CIREBON,

DANGI
Pembina Th.I

NIP.197311011998031006


